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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem
yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka®.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan
hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan
mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak
diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi
anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak
merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28
B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak® sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun

' Frans Hendra Winarta, 2010, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas
Kasihan, Jakarta: PT, Elex Media Komputindo, him.192

> Tri Andrisman, 2011, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Fakultas Hukum
Universitas Lampung, ,him.22.
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2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Suatu bentuk hidup bersama dari pada rakyat dibawah suatu kekuasaan
tertinggi dan dibawah suatu kaidah hukum yang bersamaan merupakan satu
kesatuan yang disebut Negara. Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu
Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, karena suatu Negara akan
berjalan dengan baik apabila aturan hukum Negara tersebut benar dan dapat
mesejahterakan masyarakatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka

Perlindungan mengenai pelantaran anak juga masuk dalam lingkup Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, karena pelantaran anak merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang
diatur pada Pasal 5 yang mengatur setiap orang dilarang melakukan kekerasan
dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan
cara:

1. Kekerasan fisik;

2. Kekerasan Psikis;

3. Kekerasan Seksual; dan

4. Pelantaran Rumah Tangga

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan
sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin

baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang
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melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas
dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia di antara bangsa-bangsa di
dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.

Perhatian terhadap anak di suatu bangsa paling mudah dapat dilihat dari
berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak anak
yang manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa disuatu
masyarakat telah memiliki perangkat peraturan yang memadai, maka perhatian
berikutnya harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan
peundang - undangan itu. Penegakan hukum dalam perlindungan hak hak anak ini
terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan yang berlaku atau
diberlakukan disuatu masyarakat atau Negara tertentu pada satu pihak atau
kondisi sosial-kultur masyarakat dimana peraturan perundang-undangan yang
menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Adapun cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan perintah
pelindungan, vyaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik
kekerasan (fisik,psikis,seksual,pelantaran baik dibidang pendidikan kesehatan
maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan
mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak
kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Suatu Negara hukum (rechtstaat) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum
terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa: “Setiap anak berhak

* Paulus Hadisuprapto, 2008, Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya,
Malang: Bayumedia Publishing,.him.162
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untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”. Pada Pasal
1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “hak anak
adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan
pemerintah daerah”.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 yaitu “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan diskriminasi”.

Sedangkan pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu “anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya
secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”

Selain perlindungan secara normatif atau dengan perundang-undangan,
perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan di dirikannya
prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti lembaga
perlindungan anak, rumah singgah dan lain — lain . Pasal 59 A Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak
dilakukan melalui upaya :

a. Penanganan yang cepat termasuk pengobaan dan/atau rehabilitas secara fisik,
psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
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d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.
Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, masyarakat, ataupun

keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus
agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan
rohaninya®. Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia
yang merupakan potensi dan penerus cita cita perjuangan bangsa dimasa yang
akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan
dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggidan
setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut
meminta. Dalam konvensi hak anak terdapat 4 (empat) prinsip umumyang
menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya negara saat melakukan
kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip -
prinsip tersebut antara lain:

1)  Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan negara agar semua anak
yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama;

2)  Prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara
sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak
akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut;

3)  Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya;

4)  Prinsip penghargaan terhadap anak. Upaya dalam melakukan pembinaan,

pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik

* Darwan Prinst, 2007, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, him.98
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melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga
pendidikan. Dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 35 tahun
2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah,
masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai
regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam
menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak
asasi manusia terutama anak
Hal ini menggambarkan bahwa kekerasan dan pelantaran terhadap anak oleh
orang tua sudah biasa terjadi. Orang tua yang diharapkan bisa menjaga dan
melindungi anak-anak mereka, justru melakukan pelantaran bahkan sampai pada
tindak kekerasan, juga merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya
menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut baik psikis maupun
psikologisnya. Pelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala
sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan,
pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung dan
keadaan hidup yang aman yang layaknya dimiliki oleh keluarga. Pelantaran anak
merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berakar dari rumah tangga, orang tua
mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan
perlindungan bagi anak-anak mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum
Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelantaran oleh Orang Tua Di

Polrestabes Medan”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya di dalam latar belakang
penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua
permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut :
1. Faktor apa saja yang menyebabkan pelantaran yang dilakukan oleh orang tua
2. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian melakukan proses penyidikan
terhadap tindak pidana pelantaran anak

3. Bagaimana sanksi hukum bagi orang tua yang melakukan pelantaran anak

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti maka
dari itu tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelantaran yang
dilakukan oleh orang tua
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya kepolisian melakukan proses
penyidikan terhadap tindak pidana pelantaran anak
3. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi orang tua yang melakukan
pelantaran anak
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun
praktis, yaitu sebagai berikut:
a. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegak
hukum terhadap orangtua yang melantarkan anak

b. Manfaat praktis
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan
pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi
hukum dalam menanggulangi kejahatan orangtua yang melantarkan

anak

D. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat
diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan
berkenaan dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Menjadi Korban Pelantaran Oleh Orang Tua Di Polrestabes Medan

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini,
sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam skripsi ini adalah teori tentang tanggung
jawab orangtua dan teori restoratif justice

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan
identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Dimana
orangtua melantarkan anaknya.

Anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hak dan
kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang - undangan.
Adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang terkait dengan penulisan

ini adalah sebagai berikut :
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Hak orangtua terhadap anak

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan menyebabkan bahwa
suami dan istri mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya yakni hak dan
kewajiban. Mengenai hak orantua terhadap anak tidak disebutkan secara
langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat di katakan
bahwa pada dasarnya hak orangtua terhadap anak adalah kewajban anak
terhadap orang tua. Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan
tersirat hak orangtua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa:.
“anak wajib menghormti orangtua dan mennghendaki kehendak yang baik,
dengan kata lain bahwa orangtua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi
kehendak yang baik oleh anak.” Selain itu pula terhadap dalam Pasal 46 ayat
(2) Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa: “anak memiliki
kewajiban utuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak.” Hal
ini menyiratkan bahwa orangtua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya
sesuai dengan kemampuan anak. Begitu pula dalam Pasal 299 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang mencantumkan bahwa anak tetap berada
dibawah kekuasaan orangtua selama orangtua tersebut tidak dicabut
kekuasannya. Hal ini pun menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu
orangtua memliki kekuasaan atas anak, misalnya orangtua memiliki hak
untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak. Oleh
oangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan orangtua
bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang
tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili

kepentingan kedua orangtuanya. Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



10

dilihat dai segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara

orangtua, kewajiban untuk memlihara ini bersifat timbal balik antara orangtua

dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.

Kewajiban Orangtua terhadap anak

a. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak “Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak”.

b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk:

a) Mengasuh, memlihara, mendidik, dan melindungi anak
b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan
minatnya.

c. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga
kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”

d. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan “Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk
mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk
mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan

berkualitas”.
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e. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas
terwujudnya kesejateraan anak baik secara rohani, jasmani mapun sosial”.

f. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka
sebaik-baiknya.”

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang
berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian
yang telah dikemukakan menegenai perlindungan anak. perlindungan anak
menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Tiap-tiap
peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak.
Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum.
Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang
menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri
mengenai kriteria tentang anak

Pelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum
yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut,
dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak
secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak
haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap
pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung

jawabnya terletak pada orang tua mereka.
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F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini
adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang melihat
hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti tentang penemuan
asas-asas hukum positif.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan
yang bersifat deskriptif, yaitu dengan meneliti objek yang sudah ada dan
ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian tersebut.
3. Data
a. Sumber Data
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder,
yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap:
1) Bahan Hukum Primer
Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2) Bahan Hukum Sekunder
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Adalah bahan hukum yang berupa tulisan — tulisan ilmiah di bidang
hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer seperti tentang orangtua yang melantarkan anaknya.
3) Bahan HukumTersier
Adalah bahan — bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari
artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.
b. Cara Mengumpulkan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data
sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan masalah pelantaran
anak yang dilakukan orangtua yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
c. Analisis Data
Penelitian ini  bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis
penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum
sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan
dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan
kesimpulan penelitian ini.
d. Metode Pengambilan Kesimpulan
Kesimpulan yang akan diambil oleh penulis adalah dengan metode
induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian

diambil kesimpulan yang bersifat umum.
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